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Moderator 
Kita akan berdiskusi setidaknya 3 jam, ini membaca untuk melihat praktik-praktik baik 
yang sudah ada dan di komparasi dengan DPR RI. Saya langsung ke mas Arbain dari IPC 
silahkan.  
 
Arbain (IPC) 
materi: lihat ppt 

Kita akan bicara soal kanal partisipasi ada beberapa momentum yang kita ketahui 
bersama, partisipasi harusnya dari dulu dan kita dapat di putusan MK, gara-gara UU 
ciptaker yang dibahas dengan sembrono diajukan ke MK kemudian mengabulkan uji 
formil. Ini sejarah pertama uji formil di kabulkan. Jadi berkah serampangan itu yang 
membuat DPR akhirnya bikin UU No. 13/2022 dari UU PPP itu DPR memuat juga soal 
minimnya partisipasi. MK itu juga memutuskan berdasarkan UUD, partisipasi adalah hak 
konstitusional, mempertegas meaningful participation dengan komponen right to be 
heard, right to be considered, right to be explained. Kata MK meaningful participation di 
rancangan, pembahasan dan persetujuan bersama. Intinya mengapa meaningful 
participation itu penting karena demokrasi yang bener itu adanya meaningful 
participation yang diceritakan dalam bukunya All Democracy Die.  

Di perubahan yang kedua itu DPR mengakomodasikan di Pasal 96 UU no 13/2022, 
yaitu right to be heard, right to be considered, right to be explained. Ada dampaknya gak 



 

 

UU PPP dan putusan MK itu? Ternyata gak ada juga dan transparansinya juga masih 
buruk, kita lihat publikasi lapsing, catatan rapat dan risalah di tahun 2022. UU PPP tidak 
memberi perubahan dan partisipasi legislasi juga begitu. Partisipasi publik juga masih 
banyak kosong. DPR akhirnya berupaya memperbaiki websitenya yang kita sambut baik. 
Perbaikan website ini semoga memperbaiki semua yang ada. Sarana partisipasi yang 
perlu diperbaiki atau ditambah apa? Kami mengidentifikasi dan Kita memilih beberapa 
negara yang punya praktik baik dan anggota OP, anggota IPU, GOPAC (gabungan 
anggota-anggota parlemen yang punya konsern pada korupsi).  

Kalau di inggris sudah beres soal meaningful participation dengan komponen right 
to be heard, right to be considered, right to be explained. KIP tidak menyentuh hal-hal 
substansial di institusi, KIP memperparah ketertutupan yang juga kita advokasi. KIP juga 
tidak melakukan uji akses yang dilakukan OMS, karena tidak ada uji akses sehingga tidak 
tahu uji di publik. DIM kan levelnya dibawah RUU tapi juga tidak mudah di akses. Yang 
diminta DIM RUU KIA, lalu keluar argumen Pasal 17 huruf I UU KIP, ini contoh badan 
publik belum dikatakan terbuka. Anehkan DIM nya ditutup padahal RUU-nya dibuka, 
walau mereka bilang dibuka saat pembahasan ini tidak beralasan.  

Di Inggris yang bagus ada e-petition kakau 10 ribu yang menandatangani nanti 
parlemen akan tanggapi, 100 ribu yang menandatangani nanti parlemen akan bahas 
kalau kurang jumlah penandatangan petisi, parlemen juga bahas kalau itu ,hal penting. 
Kalau parlemen rasa tidak tepat maka parlemen akan memberi jawaban mengapa petisi 
di tolak atau di luar kewenangan parlemen sehingga di revisi.  

Absen rapat juga ditutup di DPR walau Kita ada SIMAS PUU yang dikelola BKD tidak 
berjalan baik juga, SIPANLAK juga tidak berjalan baik. Teman-teman koalisi RKUHP ketika 
meminta penjelasan.  

Di Perancis, ada yang disebut dengan proposal kebijakan (parlement-et-citoyens) 
dan juga ada petitions.assemble.nationale. Di Perancis itu juga diupayakan 700 ribu tanda 
tangan terhadap tanda tangan dapat ditindak lanjuti.  

Di Georgioa juga ada, semacam petisi yang publik bisa mengusulkan dan 
dipertimbangkan. Di Denmark juga ada dengan fitur citizen proposal. Di Swedia cukup 
kirim email. Di Australia juga ada e-petition dikasih waktu 4 minggu untuk menggalang 
dukungan. Di Selandia baru juga ada submission.  
 
Darwanto (Narasumber) 

Penelitian ini sebenarnya comot-comot aja di 10 parlemen. Kita tidak banyak 
mengambil dokumen-dokumen yang sifatnya riset, tapi ada dokumennya IRM untuk 
Open Parliament dan riset-riset terkait meaningful participation di Amerika, seperti di IPU 
dan GOPAC yang sifatnya hanya untuk benua Amerika setiap 2 tahun sekali update 
praktek terbaiknya dan hasilnya sudah ada. Open parliament Indonesia kita ambil dari 
anggota open parlemen sejak 2018. Open parliament Technologies, suatu platform 
untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, ini sekitar 5 tahun sekali. 
Memang sejak ada Open Government Partnership dan ditetapkan standar pemerintahan 
terbuka sehingga berlomba-lomba negara untuk mengembangkan teknologi, ada di 10 



 

 

negara ini yang mengembangkan di teknologi ini. Tujuannya di OPT ini warga bisa 
memantau legislasi dan organisasi masyarakat di seluruh dunia serta membuat website 
juga bisa warga seluruh dunia ikut memantau. Di samping itu, mendukung warga negara 
agar aktif dalam kegiatan parlemen untuk memberikan ruang warga negara dalam 
pengusulan dan pembahasannya. Kalau dari 5 negara atau 5 parlemen:  Inggris, Perancis, 
Brasil, Georgia, Finlandia ini sebetulnya dari segi regulasi sama dengan Indonesia. Atau 
boleh dikatakan informasi kita punya UU Keterbukaan Informasi Publik, di dunia internet 
baru menetapkan kemarin, untuk digitalisasi baru mulai di Indonesia. Sebetulnya kondisi 
yang ada di Indonesia sekarang ini terkait regulasinya sudah cukup. Di Inggris mereka 
sudah memiliki prosedur dalam parlemen dan memastikan warga bisa berpatisipasi aktif 
dan menjamin right to be heard, right to be considered, and right to be explained  sudah 
ada jaminan dalam rulenya mereka. Kita baru kemarin-kemarin pas baru ada JR kemarin. 
Ini jadi momentum baik untuk kita belajar dari praktek lain.  

Di Inggris data protect dari tahun 1998 dan Freedom act itu di tahun 2012 di Inggris. 
Dari 5 parlemen yang diteliti mereka punya mekanisme petisi yang prakteknya beda-
beda dengan syarat Warga negara yang sudah layak untuk memilih, ketika 5 orang saja 
mengajukan pembahasan UU diterima dan itu dipublikasi dan meminta dukungan 10 ribu 
warga ini akan mendapat respon di parlemen untuk jadi bahan debat atau nitip ke 
anggota parlemen, nanti yang bisa mengajukannya teman-teman di member of 
parlement. Kalau 100 ribu warga yang menandatangani tapi yang dimaksud warga disini 
bukan hanya warga negara tapi juga mereka yang sudah berapa tahun tinggal disana, ini 
akan jadi pembahasan di regulasi. Di kita change.org tidak pengaruh bagi parlemen 
karena itu adanya di luar. Kalau kita lihat dari petisi online, parlemen citoyen ini awalnya 
dibuat OMS lalu di rekognisi oleh parlemen. Ini yang saya kira berkembang di negara 
yang mempunyai praktek baik.  

Di Brazil, kalau ada petisi sekitar 20 ribu tanda tangan akan menjadi bahan debat 
dan pertimbangan penting, misalnya soal tunjangan untuk guru pada masa pandemi itu 
dipangkas karena guru hanya mengajar online itu ada dukungan 35 ribu guru dan 
kebijakan itu bisa dibatalkan. Ini yang perlu di tiru dengan modalitas yang ada dan ini 
kembali pada willingnes parlemen. Saya ingin mendengar masukkan dari teman-teman, 
Pak Ronald, Mas Hanif, jadi mohon masukkannya. Kalau terkait materi bisa dibaca oleh 
teman-teman nanti ada tambahan dari Mas bagus. Ini hanya contoh kecil, artinya relatif 
mungkin di adopsi.  
 
Moderator 
Catatannya disini juga ada citizen proposal.  
 
Darwanto 
Iya citizen proposal ada. Di Perancis yang sedang di kembangkan referendum of initiative 
citoyenne. Tapi big data mereka sudah siap karena perlindungan data pribadinya sudah 
jalan, freedom to speech-nya sudah berjalan lama. Citizen proposal ada di Denmark.  
 



 

 

Moderator 
Mesin itu mengidentifikasi apa2 yang dominan 
 
Darwanto 
Kalau di Inggris itu ada satu platform, contoh kalau kita nge-track anggota DPR selama 
satu tahun ini ngomong apa dan kehadiran bisa kita lihat termasuk votenya, jadi sangat 
terbuka selama bukan baku. Hal-hal yang mungkin keren dan bahkan sudah berkembang 
di negara maju. Daftar hadir juga sulit di akses. Bahkan recordnya bisa di download dan 
universal, ini di antara praktek baik. Kalau melihat dari kultur dan budaya, yang agak lebih 
mendekati dari jumlah penduduk, wilayah, kematangan demokrasi ya brazil tapi brazil 
sudah sedemikian maju dari Inggris tapi warga bukan ke house of lord tapi house of 
common. Ternyata Inggris aja yang semi monarki parlemennya sudah sebagus ini.  
 
Bagus (narsum) 

Saya kebagian di 5 negara, Denmark, Swedia, Norwey, Australia, Selandia Baru 
untuk mengulik open parlement. Di Denmark sendiri ada hal menarik dari upaya kami 
mengulik kalau kita mau belajar dari Denmark mereka sudah punya kesadaran citizens 
proposal, warga negara bisa mengusulkan usualn legislasi ke parlemen via online lewat 
fitur ini sampai di kuota 50 rb penandatangannya nanti akan dibahas di parlemen. 
Capaian yang bisa menjadi undang-undang atau resolusi, nanti dikeluarkan produk 
resolusinya oleh parlemen.  

Untuk right to information karena Denmark survey UN di tahun 2022, itu 
menduduki peringat pertama di open government jadi semuanya bisa diakses data-data 
parlemen di web-nya. Untuk right to be explained-nya semuanya di posting dan 
bentuknya infografis. Ini voting record bukan hanya soal streaming untuk mantengin 
berjam-jam tapi mereka merangkum dalam infografis dan peta duduk parlemennya 
antara mereka pro atau kontra. Lalu ada alasan kenapa tidak semua member 
mendukung, dsb dan itu ada penjelasan/keterangannya.  

Citizen proposal mereka punya kanal sendiri yang nanti bisa dilihat ada beberapa 
proposal warga dan sifatnya beda dengan petisi. Kalau petisi itu respon dari suatu 
kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tapi ini masyarakat 
mengajukan sendiri hal apa yang perlu dibahas oleh parlemen untuk dikeluarkan resolusi 
atau undang-undang. Untuk di Norway, mereka punya open data, mereka bukan citizen 
proposal tapi hearings and written submission, itu nanti ada RUU apa yang akan dibahas 
dan masyarakat bisa membaca dan berkomentar di fitur ini. Selain itu masyarakat bisa 
melihat sudah sampai mana pembahasannya. Tampilan websitenya pun sederhana tidak 
ada kegiatan seliweran kegiatan anggota dewan. Jadi dipisah antara web aktivitas dan 
tentang regulasi yang dibahas. Sedangkan yang current decision dan tampilan fitur 
hearings and written submissions pada kanal parlemen norwegia seperti ini.  



 

 

 

 
Swedia sudah lama membuat database dokumen-dokumen sejak 1993 dan sudah 

dengan Aplikasi Pemrograman Interface (API), jadi untuk periset ini akan menyenangkan 
kalau dikunjungi. Mereka sangat sederhana untuk mendefinisikan meaningfull 
participation dengan kirim email.  

Australia ada kanal parlemennya dan kanal hasil produk hukumnya. Mereka juga 
punya e-petition dan nanti ada di website kalau bikin petisi dan di right to be explained-
nya bisa men-track lewat fitur ini.  

Selandia Baru, ada 3 fitur untuk right to be heard ada fitur make a submission, fitur 
petisi daring, fitur complaining about regulation. Mereka juga memfasilitasi warga 
minoritas (suku Maori).   
 
Moderator 
Beberapa praktek baik, tadi e-petisi selama ini kita di luar dan melihat ada komplain dan 
adanya di luar. Ini yang menarik di dalam dan sudah ada regulasi internal di antara 
anggota DPR, sudah bisa masuk dalam proses debat dan menjadi bagian dari 
pembahasan di komisi, dsb. Banyak hal yang menarik kita di DPR RI sudah ada bbrp yang 
muncul yang selama ini digunakan, seperti Simas PUU, Simas Panlak UU, dan menu 
Feedback di Sileg DPR RI.  
 

------------------------------ sesi diskusi ---------------------------------- 

 
Pak Hanif 

Faktanya masih ada banyak problem soal meaningfull participation pada tahap 
ibaratnya right to inform itu masih problem, ketersediaan data juga masih problem tapi 
regulasi sudah ada. Hasil MK JR juga sudah mulai membantu dalam hal regulasi. 
Infrastruktur lebih baik dari masa sebelumnya tapi kenapa masih problem banyak.  



 

 

Saya mungkin ingin melihat lebih jauh. Soal infrastruktur Indonesia lebih jago, 
hidup dan terkelola itu urusan lain. Mungkin kita perlu lihat secra lebih luas. Kenapa 
negara-negara tadi bisa menjalankan itu sementara kita belum bisa. Artinya kalau kita 
mau bicara replikasi bukan soal import. Soal aplikasi/start up bukan soal itu. Masalah 
utama ada perbedaan kultur antara negara skandinavia dan Indonesia. Di Swedia waktu 
Indonesia advokasi UU KIP, di Swedia gak ada UU KIP. Swedia hanya ada di UU pers dan 
etiknya lebih kuat dibanding hukumnya atau legal nya yang dibahas dengan legislasi 
karena etiknya sudah kuat. Hak itu penting dan harus dijamin dan harus dipenuhi sebagai 
semangat. Walau undang-undang gak ada tapi bisa jalan. Kalau kita semua diatur tapi 
semua gak jalan. Juga sebagai hal yang penting dan butuh proses.  

Kalau kita lihat aspek kunci dari partisipasi adalah informasi dan partisipasi walau 
banyak persamaan ada konteks berbeda. Ekosistem informasi mereka dominan publik 
service, rata-rata trust terhadap media cukup menguasai dg public broadcasting. 
Sedangkan Indonesia lebih ke private broadcasting pun public broadcasting itu juga jadi 
pegangan partai berkuasa dan pemodal.  

Meaningful participation itu kan harus masuk pada informasi yang bener dan harus 
bangun trust. Memang ekosistem berbeda. Dari perbedaan-perbedaan itu kita lihat juga 
persamaan yang jadi tantangan besar dan jadi problem juga.  

Digital politic, kalau sisi politik platform politik, semua di platform society. 
Problemnya intinya ada di situasi masyarakat kapitalisme digital yang penting data. 
Siapa penguasa data itu di Indonesia? Ada ketidaksejajaran dalam penguasaan data. 
Pemerintah lebih dominan apalagi semua di platformisasi. Pemerintah lebih tau 
masyarakatnya dibanding masyarakat tau Pemerintah. Model-model partisipasi begini 
ujungnya jadi survilance. Mereka jadi tau cuaca opini masyarakat kita dan bisa dibajak, ini 
jadi resiko dengan Pemerintah tau. Apalagi politik sudah jadi industri.  

Partisipasi publik sudah jadi profesionalisasi partisipasi. Omnibuslaw siapa yang 
mainkan opini publik, yang punya duit dan kekuasaan. Kita OMS punya apa. Jadi kalau 
nanti kita punya platformnya itu gak otomatis meaningful partisipation. Ini bisa di 
mobilisasi.  

Inggris aja soal brexit apa rasionalnya, mereka baru bingung. Amerika serasional 
apa lewat ketika Trumph dengan digital populism. Kalau kita melihat di beberapa negara 
sebenarnya intinya ini tools akan berguna atau gak tergantung relasi kekuasaannya. 
Artinya toolsnya baik dan regulasi menjamin tapi power in equality-nya gak baik ini gak 
kan terjadi. Caranya, ini gak bisa berdiri sendiri. Di kita perlu regulasi ekosistem 
digitalisasi. Ini kan partisipasi formal ini kan banyak mempertimbangkan partisipasi non 
formal, sosmed, dsb. Yang jadi masalah ekosistem peta informasi akan terdistrosi. 
Kalau kita mau otokritik terhadap kita sendiri, OMS byk juga isu-isu di panggung yang 
sama, neo-liberal baik yang melawan dan dilawan. Misal isu kebebasan pers, itu banyak 
loh yang cara pandangnya lama dalam pengertian seolah-olah pers harus bebas dari 
kekuasaan politik/state. Selalu melawan pemerintah/menganggap pemerintah gak boleh 
campur tangan, ini kan pandangan neolib. Ketika kita bicara google. Kita gak bisa lepas 
dari giant techt, Google, Amazine, Fb, Apple,M…. (GAFAM). Jadi itu kira-kira. Caranya:  



 

 

1. Regulasi harus diperkuat jangan hanya regulasi secara langsung dengan 
partisipasi dan yang formal.  

2. Publik servis internet perpanjangan dari public service broadcasting, konsep 
ruang bebas dari distorsi dan ekonomi dan paling kuat di negara skandinavia 
tapi mereka masih memperjuangkan IUT.  

3. Regulasi yang mendorong ekosistem informasi kita sehat, itu gak menyentuh. 
Konten dari google, dsb itu yang paling berperan artinya aturan komersial 
space sudah diatur di negara lain,di kita belum diatur.  

Suara kita gak ada apa-apa ketika mereka mengerahkan influencer yang masif. Kita 
gak punya lobby untuk fb untuk endorse kita, pemerintah bisa lobby. Taruh aja kata kunci 
di halaman 2000 gak kebaca, gak perlu dihapus. Karena itu kalau kita mau, ini adalah 
pertarungan. Kalau mau bicara meaningful participation bisa lewat non formal yang 
dominan dan gak mudah tapi ada banyak cara untuk main-main di kayak gitu sehingga 
suara kita gak terdengar. Untuk mengambil keputusan mereka mapping di sosmed.  
 
Moderator 
Keberimbangan relasi kuasa perlu kita pikirkan ya. Dalam waktu dekat di sekretariat akan 
ada website baru tentu ini tetap di lembaga DPR nya, kita membuka ruang publik di situ. 
Yang agak berpengaruh kalau gak salah mereka ada 5 kali reses dgn per 2 bulan. 
Bagaimana hasil reses bisa masuk ke kanal itu dan kita bisa membaca itu. Sehingga ada 
suara publik ada kita ambil sesuai keinginan anggota DPRnya, mereka akan 
mengakomodir ini.  
 
Ronald 

Seberapa prospektif website DPR ini. Sepanjang yang saya inget, perubahan 
register website DPR dari warna dominan biru kecokalat dari Agung Laksono ke Marzuki 
Ali. Kita bisa tempatkan website ini sebagai alat bantu atau apa ya. Saya sempat 
screenshoot, RUU KIA mau cari tau dulu dan saya ingin tau posisi pemerintah, saya mau 
cari si DIM majukan lewat PPID, ternyata ada respon dokumen ini yang masih proses 
pembahasan dan prematur si dokumen ini. Kalau PPID ini alasannya DIM RUU KIA di level 
panitia kerja dilangsungkan tertutup jadi tidak beredar, ini masuk akal tapi ini pakai 
alasan prematur tapi saya dapat juga DIM KIA ini.  

Perubahan website register website ini tidak diikuti dengan perubahan tradisi ini, 
ketiadaan perubahan traidisi atau perubahan tradisi dalam SOP. Kalau di beberapa 
negara yang diangkat mereka relatif tidak masalah soal relasi, kita tidak bisa menutup 
mata soal tradisi pemilu dengan proporsional terbuka dan ini akan re-design dalam 
meaningful participation. Pola pikrinya makin mengerikan. Di tengah kegusaran kita soal 
relasi ini, sistem pemilu, parpol, dan hal-hal fundamental, perlu perhatian juga soal 
meaningful participation. Soal fundamental ini soal relasi parpol dan warga yang harus 
diikuti perubahan instrumen.  

Kalau soal alat bantu, dsb, bagaimana mitra pembangunan? UNDP dalam project 
PRIDE PROPER, dari kita ikut di project nya USAID dengan teman-teman Tenaga Ahli. 



 

 

UNDP itu sudah dengan pengadaan mesin mengolah pembicaraan dengan bentuk 
transkrip, itu belum lagi soal pengadaan jaringan. Ternyata itu tidak diikuti oleh 
perubahan tradisi atau aturan main (SOP), bisa dilihat lokasi duduk itu akan mencocokan 
alat ini akan bekerja. Di kita sulit untuk mendetect dan alat itu gak bisa begitu liar 
mendeteksi suara atau wajah. Ini mencerminkan fundamental produk sequence sendiri. 
Di mana peluang meng-exercise.  

RUU Kesehatan jiwa pasca pandemi jadi semakin di sadarkan soal kesehatan jiwa. 
RUU ini pertama kali baca baru melek soal ini yang diusulkan oleh Novariati Yusuf dari 
Fraksi Demokrat dengan mengalami keterasingan di antara koleganya, sebagai yang 
mengusulkan RUU ini. Betapa sulitnya meyakinkan pentingnya RUU ini dan istilah 
kesehatan jiwa. Ini masih satu fraksi. Tapi stakeholdernya interest grupnya real ada.  

Petition online-nya mau kita dorong dan di simulasikan untuk individu anggota DPR 
yang memang punya agenda sendiri. RUU Psikolog oleh Desy Ratnasari. RUU Disabilitas, 
Ledia PKS. Projectnya PROREP, bener membantu individu anggota DPR lebih engaged 
dengan konstituen di dapil. Bagaimana kelanjutan teknikal asisten, kayaknya begitu 
proyek selesai sulit untuk melembagakan. Jadi ini saya memperbesar antusiasme. 
Perubahan website diikuti dengan perubahan tradisinya, entry poin-nya untuk 
exercisenya anggota dewannya yang bawa RUU itu terus. Harus diikuti dengan 
exercisenya melalui terobosan-terobosan dan ini memperingan anggota-anggota dewan 
dan interest group. Kirim petisi diatur ditetapkan nanti dia bersuara. Kalau sudah 
terlembagakan harapannya kalau diatur dalam SOP atau peraturan sejenis lainnya, 
setidaknya sudah muncul sebagai entry point.  

Kalau register website ini muncul anggota DPR 2024 mumpung semangatnya lagi 
tinggi dan tidak didominasi wajah lama. Dari 575 itu hanya 4 yang tidak ada hubungan 
keluarga. Kalau bisa masuk di tatib juga pengaturannya akan baik.  
 
Darmawan 
The rule of prosedure parlement itu warga bisa mengusulkan dan di bahas. 
 
Tanti 

Kalau diikuti UU KIP saja tidak cukup. Konsultasi draft saja itu beragam draft yang 
di konsultasikan. Waktu itu mengemuka, anggota parlemen  batas partisipasi di waktu, 
percuma kita bicara omnibuslaw itu di ujung karena proses-prosesnya tidak di tempuh 
dan berdampak pada kelompok yang banyak jumlahnya. UU KIA itu kan efeknya besar, 
misalnya ada waktu 180 hari dibuka apakah dg e-petisi diterima langsung, kalau 
kelompok yang akan terdampak atau manfaat harus di terima dan diserap aspirasinya. 
Informasi itu akan sangat bermanfaat. Advokasi UU KIP cara mendapatkan DIM itu dari 
jurnalis, bahwa kejar-kejaran itu dengan jurnalis. Ini kan advokasi tidak harus PPID yang 
prosedural. Tafsir kita terhadap UU KIP, DIM itu masuk. Selama proses legislasi tidak bisa 
dikecualikan dan harus diperoleh, saya merasa e-petition itu alat bantu yang waktunya 
harus ada, pada kasus omnibus law ada 5 yang mendownload dengan 5 versi berbeda. 
Ketika menjadi online pun tidak relaiabel di kita. Menjemput bola dan harus banyak-



 

 

banyak menyerap aspirasi pada kelompok-kelompok yang kepentingannya di proses 
legislasi, infonya terbatas dan teman parlemen tidak mendapatkan.  

2016 misalnya Helmi Yahya membahas teknologi di open parlemen teknologis, 
mengatakan bahwa Indonesia memang terbelakang dari Vietnam. Anggota DPR 
memproduksi di sosmed dengan influence yang banyak, bukan mengklarifikasi tapi 
menambah kerumitan. Lebih dianggap sebagai tools yang memperkuat. Di tempatkan 
infonya tersedia, tepat waktu dan jangan di simpan-simpan, perspektifnya orang-
orangnya. Apa semua harus saya terima semuanya.  

Kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Bagaimana digital ini memfasilitasi 
interaksi dan pada momentumnya. Kesehatan jiwa siapa yang tidak punya masalah itu di 
masa pandemi tapi gak mengetahui, butuh mengumpulkan juga, itu bisa menambah 
juga. Ada resiko si e-petisi ini, pada pembatasan. Ini kan sudah terbelah. Banyak tingkat 
kematangan dari parlemen itu sendiri kalau itu dilepas begitu saja. Tetap harus dibahas 
dan tetapkannya belum tentu.  
 
Moderator 
Sileg di pembahasan terakhir tadi seharusnya menjawab. Kalau kita petakan di tatib soal 
website itu sudah diatur dan sudah berapa dukungan di bahasan berikutnya. Ini PR nya. 
Bisa mendorong, pemilu nanti bisa di bahas ulang, untuk virtualnya. Tatib itu kan revisi 
MD3 nya.  
 
 
 
Lusius 

Tatib ini juga gak mau ditulis setiap tahun dan selalu dibuat liar. Pengaruhnya kalau 
sekjen DPR manusia paling primitif, itu di dengar dan responnya langsung. Kerja DPR 
yang wah-wah belum penting dan buat yang sederhana dengan web ini soal 
kepercayaan untuk tahu kerja-kerja DPR agar publik percaya dengan DPR, yang paling 
kelihatan mestinya lewat website. Tuntutan paling sederhana, lapsing hanya 1 halaman 
dan dikerjakan oleh 6 orang setiap rapat, mereka hanya mencatat dari ppt dari rapat 
terbuka tiap kali ada rapat.  

Baleg terakhir lapsing di tahun 2020 awal. Bagaimana kita tahu. Padahal baleg 
paling banyak bahas UU dan mengambil alih kerja-kerja komisi. Informasi pembahasan 
RUU itu jadi sangat minim. Perubahan di website itu, berapa proses RUU itu selalu ada 
komentar dari publik dari setiap proses pembahasan, kan itu sudah bagus dan gak perlu 
rebut-ribut lagi. Wartawan aja gak tau gimana proses pembahasan RUU kita musti tanya. 
Ada banyak sekali tugas DPR tapi satu hal yang mendesak, dunia sudah makin maju, DPR 
seolah-olah maju tapi website gak ada isi. Dokumentasi UU yang sudah disahkan kita 
lebih mudah baca di BPK atau KUMHAM, ada sinopsisnya dan beragam bahasa. DPR yang 
pembuat tidak punya seperti itu.  

Kerja-kerja IPC itu mendorong website DPR yang tetap gak punya dampak. 
Pentingnya advokasi OMS dari dalam, ada banyak pertanyaan reflektif, mendorong 



 

 

paling penting. Pintu masuk makin ketat. Advokasi website untuk memastikan data-data 
standar untuk publik mengetahui proses perkembangan RUU atau APBN atau 
pengawasan, itu sederhana dan itu ada semua, lapsing dan catatan rapat dan itu selalu 
ditayangkan pas setiap rapat DPR itu tinggal di tulis upload di DPR. Hampir tidak ada 
komisi yang melakukan itu secara konsisten. Selain itu komisi 1 rapat terbukanya sangat 
sedikit dan lebih banyak rapat tertutup, kalau terbuka juga gak ada catatannya.  

DPR sudah men-streaming rapatnya nonton berjam-jam, catatan itu paling 
penting karena risalah itu lebih penting. Ini data-data pendukung diserahkan ke 
kesekjenan yang tidak menghabiskan banyak anggaran dengan tidak ada gunanya. 
Memastikan hak publik apa yang dikerjakan DPR dan disampaikan oleh DPR, tenaga 
sudah terlalu banyak tapi tetap tidak efektif. Isinya bukan hutan lebat tapi hutan tandus 
tapi jalan masuknya aja yang banyak menu. Sebenarnya apa yang pernah dibuat 
Bambang Susetyo itu versi ringannya untuk di HP tapi disisi data ada banyak. Website 
pembenahan sistem dan merampingkan menunya. Sekarang sudah bagus, sudah ribet di 
menu nya.  Ini harus jadi program ketua DPR dan dukungan politik pimpinan DPR krn ini 
sangat direktif.  
 
Widodo 
Tampilan kurang informatif, ini sudah di sampaikan ke pengelolanya. Padahal dulu 
pernah kita komunikasikan untuk risalah rapat, itu anggota dewan juga sudah kita 
mintakan. Semangat personalnya juga jadi tantangan, walaupun semangatnya adalah 
digitalisasi. Bukan problem sistem jaringan tapi personal untuk upload personalnya. Ini 
problem SDM yang terbatas di baleg yang eselon 3, misalnya di baleg atau di banggar 
jangan di eselon 3, dinaikin jadi eselon 2. Kasubag rapat dan administrasi, akhirnya 
orangnya itu lagi, diluar 15 tim ahli selama ini, ini pengurangan sudah. Yang handlekan 
staf administrasi. Infrastruktur terbatas, jelas gak. UU No. 12/2011 dari perencanaan 
sampai pengundangan dan jebollah di MK ciptaker, 13/2022 bukan hanya partisipasi tapi 
juga pemantauan dan peninjauan lagi-lagi kembali pada habit person dan pimpinannya. 
Ada kegiatan, ada anggaran, semua berbasis anggaran. Semakin banyak rancangan uu, 
makin banyak anggaran. Di PHD di propemperda jangan berbasis anggaran, juga apalagi 
biro hukum. Kebijakan ya kebijakan tapi jangan satuan, sehingga anggaran jadi banyak 
dan tidak bisa terpenuhi, sehingga perlu dibuat perencanaan penyusunan kebijakan itu 
glondongan untuk anggarannya. Metode komunikasinya, walaupun punya sarana-
sarana yang konvensional seperti RDPU, kunker, dsb, tapikan sama seperti BAPPENAS 
buat musrenbangnas dan musrenbangda, karena itu penataan infrastruktur itu sudah 
ada, memaksimalkan fitur-fitur yang ada serta SDM-nya. Program sileg, dsb menjadi 
produk yang otentik dalam rangka RUU apa, sehingga kasih ke alat kelengkapan berbasis 
data, berbasis jaringan medsos, melihat reaksi masyarakat.  
 
Moderator 
Belum ada yang mengklasifikasi.  
 



 

 

Widodo 
Harusnya ada SDM-nya jika infrastruktur alatnya ada, tapi link-nya ini kalau kita gak minta 
data tertentu, padahal data itu banyak. C.F . Strong, WPC konsepnya sudah jauh-jauh 
hari, konsep referendum,  yang paling banyak salah padahal konsepnya bukan hanya di 
konstitusi dan di bawah peraturan itu memungkinkan. Ada UU yang sistemik gak bisa 
serta merta langsung disahkan dan diundangkan harus dimintakan persetujuan dan 
masukkan dari anggota, pakar dan masyarakat. E-demokrasi dari langsung dan menjadi 
tidak langsung, karena orang tidak perlu langsung datang. Mungkin di proses legislasi 
tertentu, sistem perencanaan nasional, keuangan nasional, akuntabilitas keuangan 
berdasarkan dapil. Kalau itu mau dimanfaatkan sebagai sarana, memang dari waktu ke 
waktu berbeda. Kebijakan partai juga jadi tantangan anggota dewan sehingga tidak bisa 
fokus di DPR. Komitmen yang ditentukan. Peraturan No 2/2020, kepersekjen itu kan 
teknis, kan operasional itu kan ke pimpinan. Untuk ke upload dari komisi ke web, yang 
mengatur itu apa? Itu persekjen atau ada SOPnya. Dan SDMnya gak mungkin mengambil 
lagi dari luar tapi nambahin kerjaan ke orang lain yang ada. Kita mendorong adanya info 
2 mingguan, tadinya terbatas di awal pimpinan tapi AKD rapat mingguan atau waktu 
tertentu, dari TA nya gak bisa kompilasi juga. Kita berharap bukan rapat mingguan yang 
sudah terjadi tapi isu-isu strategis. Termasuk hal-hal yang karena keterbatasan SDM kita 
juga, kalau dari staf-staf butuh ruang yang lebih layak. Perlu dinamika di kesekjenan dan 
kabag-kabag.  
 
Moderator 
Kebutuhan internal memang perlu penataan.  
 
Reza 
Kondisi asisting yang kurang di highligt dan di jelaskan dalam riset ini. Kalau kondisi 
asistingnya bermasalah atau sudah baik dan mau diperbaiki lagi, pelajaran apa yang bisa 
kita lakukan. Ada SDM nya tidak terbaca di riset padahal ini masalah. Platform baik dan 
kebijakan gak baik. Riset ini perlu jadi satu kesatuan yang utuh, kondisi asisting, elemen-
elemn yang memampukan ruang partisipasi di kanal-kanal partisipasi ,sehingga kita bisa 
membayangkan ada satu model pelayanan partisipasi terpadu. Ada satu model lain 
layanan pelayanan partisipasi terpadu yang mau kita letakan di mana. Sampai tahap itu 
kita mau ngasih itu ke DPR. Kita mau meletakan partisipasi itu dimana. Mas Hanif 
mengawali dengan partisipasi, kita harus punya informasi yang tepat. Informasi 
terhambat, gak inklusif. Bahan-bahan rapat, naskah akademik , kalau informasinya 
tertutup. Partisipasi dan elemen lainnya ada ruang, kalau ruangnya gak ada, bagaimana 
partisipasi bisa dilakukan. Ada ruang formal dan informal yang bisa dipakai dalam ruang 
partisipasi. Bagaimana memanfaatkan partisipasi itu dalam  konsep riset ini, ngomongin 
ruang kita, ngomongin aksesibilitas bahwa kayaknya kita ngomongin sektoral 
engagement. Aksesibilitas, orang-orang urban yang bisa memanfaatkan teknologi yang 
kelompok lain, petani, minoritas lain sebagai sektroal enggangement ketika informasi 
dan ruang itu ada, terbuka dan terbukanya akuntabilasitasnya bagaimana. Kalau ada 



 

 

pelanggaran disana bagaimana negara menguji terhadap pelanggaran itu, pada konsep 
akuntabilitas itu, mengelola partisipasi, pengaduannya. Saya lagi mengimajinasikan, 
partisipasi publik yang punya modelnya, informasi, ruang, terbuka, akuntabilitiasnya dan 
menguji akuntabilitasnya seperti apa. Mba Tanti tadi bagaimana menguji mekanismenya. 
Saya sepakat DPR lembaga politik tapi di satu sisi DPR juga sebagai badan publik dimana 
punya mandatnya sebagai badan publik. Apa yang perlu di dorong, itu kan soal waktu. 
Kalau ktia sudah di taraf proses perencanaan, informasi apa yang ada dan boleh muncul 
di pelayanan dan ini masuk di standar pelayanan. Ini yang kita bangun di konsep 
mekanismenya. Konsep partisipasi publik, bicara juga mekanismenya bisa berjalan 
dengan aspek-aspeknya tadi, sehingga kita punya satu gagasan OMS.  
 
Moderator 
Ada kelompok sektoral memang ya. Ada 4 fungsi DPR. legislasi, budget dan pengawasan. 
Kita jugaperlu melihat kita berpartisipasi di sektor budgeting. Informasinya itu ada gak. 
Kita masih bicara soal legislasi pada meaningful.  
 
Widodo 
Perpu No 1/2020, kewenangan DPR untuk fungsi budgeting juga terbatas dan diambil alih 
oleh pemerintah. Perubahan APBN juga di pemerintah. Bagaimana pun juga mereka 
multi jabatan, 575 semua pejabat negara, dan semua bicara di paripurna, beda dengan 
Presiden. Komunikasi, kolaborasi, koordinasi ini jadi titik tekannya. UU PKS, bisa dikawal 
sampai jadi. UU Bantuan hukum, UU Disabilitas, ada hal-hal yang perlu komunikasi dan 
pengawalan itu sendiri. Itu contoh-contoh UU yang dikawal secara intens dan jadi.  
 
Lusius 
Dengan ada perpu, gak ada ketersingungan dengan pengambilalihan oleh pemerintah? 
 
Widodo 
Ya secara personal gak sudah di jawab, sudah tahu ya jawabannya tapi kan DPR lintas 
jabatan, multi jabatan tergantung Kalau partai memperintah itu gimana.  
 
Darmawan 
Ada kesepakatan di luar.  
 
Lumina Mentari 
Saya masuk di tim pidato dan laporan, nyari data di internal aja susah. Krn memang 
botom necknya, KARO (kepala biro) pemerintahan, KARO pengaduan masyarakat, 
banyak partisipasi masyarakat bolak balik karena terhalang banyak birokrasi. Membuat 
proses informasi lama dari masyarakat ke DPR dan anggotanya gak tau dan sudah terlalu 
sibuk di DPR. Kerjaan DPR sebagai kerjaan kedua, jadi mereka jarang ngantor. Di 
paripurna juga kosong. Anggota tidak menjadikan kerjaan dan keluhan masyarakat 
sebagai prioritas dan ketakutan lebih pada partai. Sekjen yang prioritas pejabat, menpan 



 

 

RB, masyarakat yang terkhir dan gak pernah masuk dalam prioritas. Banyak mereka gak 
lolos, performance pelayanan publik tidak pernah berfokus pada masyarakat dan 
anggotanya juga lebih banyak foto mereka karena pengen nampil bukan isi laporan 
impact dari apa yang mereka kerjakan tapi hanya untuk tampil, karena saya dulu di 
pemerintah sekarang di DPR, dan cara mereka membangun program cukup pelik dan 
DPR jadi kubangan yang berperang dengan diri sendiri. Untuk desain website, referensi 
yang Selandia Baru, Inggris yang paling dekat tapi harus menyediakan honor yang 
melayani sedangkan yang ada saja sudah cukup berat karena fokus di anggota. 
Digitalisasi, laptop, hp dinas, layar yang ada pensilnya, tab, disediakan tapi mereka 
bawanya print-nan karena gak ada cara memaksa mereka untuk mentransfer dengan 
teknologi, dengan pelambatan ini lebih menguntungkan mereka. Aplikasi pengaduan 
yang lebih praktis, form-form, yang nolak-nolak dari fungsionalnya dan dari Tenaga 
Ahlinya dan kerjaan mereka diambil atau dipersingkat, lebih transparan akan 
mengancam eksistensi mereka. Dengan teknologi akan mengurangi pegawai disana, 
banyak orang yang gak mau pakai email, masih desainnya masih surat, mentransfer 
surat-surat dengan WA juga sulit.  
 
Moderator 
Apakah karena faktor kebiasaan atau usia lebih suka yang print-nan.  
 
Lumina Mentari 
Dari statistik dibawah 20% yang muda, yang usia diatas itu lebih banyak. Faktor latar 
belakang, umur, proses trainingnya untuk literasi digital masih kurang, anggota dewan 
itu mencari champion ICT di DPR susah. Harusnya ada pokja atau grupnya, kalau di 
Amerika kan ada komisinya, kalau disini susah. Bosnya UPI dia gak punya sosmed sama 
sekali, lebih langsung ngasih ke konstituen lebih banyak kedeketan dengan konstituen. 
Saya bilang ke Bu Sri, di pengaduan, punggungnya fondasinya harusnya ini menjadi 
prioritas tapi juga bagaimana mereka mendapatkan materi-materi dan viralitas untuk 
suatu kebijakan, itu bisa hoax atau missleading dinamika pemerintahan kita jelang 2024. 
Mencari informasi benar makin susah ketika kita lembar ke sosial media, kalau kita 
perbaiki partisipasi dan pengaduan di DPR itu lebih baik.  
 
Moderator 
Lebih banyak masalah di sekretariat bukan di anggotanya. SOP di kesekjenan 
 
Lumina Mentari 
Di kesekrtariatan kita bisa kita kelola. Kalau di anggotanya kan lebih ke politik dan 
mereka lebih tergantung pada konstituennya. Bagi mereka belanja gelar, belanja 
jabatan, itu konstituennya sangat menjual di konstituen, bukan proses politiknya 
tergantung dari masyarakatnya.  
 
Moderator 



 

 

Di omnibus, ada intervensi di anggota untuk tidak mengupload, ada kasus itu draft gt.  
 
Lumina Mentari 
Gak banyak dan gak ada keinginan dan rasa penasaran dan dibiarkan chaos dan dari 
internal kita rasain. Menghadiri pertemuan luar negeri, Tenaga-tenaga Ahli nya 
mengerjakan substansinya, anggotanya untuk bertindak masih sangat rendah dan itu 
yang dipilih oleh masyarakat kita.  
 
Aqidalu Izza  
Di website banyak banget mukanya. Ada atlit kita yang berprestasi dan anggota politik 
yang sangat gede baget fotonya, politisi cenderung narsis. Contoh-contoh dari negara 
bisa kita adopsi, bisa lebih sederhana dan isi lebih maksimal. Produk hukumnya harus 
ditampilkan lebih mendalam dan tiap fraksinya seperti apa. Layanan-layanan yang 
sebelumnya sudah ada seperti rumah aspirasi, info grafis harus tetap update dan itu 
terakhir 2020 dan jadi rumah hantu. Pak Widodo menyebutkan lebih baik memanfaatkan 
rumah aspirasi di tiap dapil, hanya di tingkat dapil tiap anggota sudah punya itu bisa di 
tingkatkan. Contoh proposal citizenship itu bisa di terapkan disitu. Lalu soal informasi 
bagaimana aktifitas digital infrastruktur sudah bagus tapi bagaimana digitalisasi dari 
serangan cyber, buzzer, dsb. Bagaimana kita bisa berpartisipasi tapi menghadapi 
tantangan tersebut. Aksesibel di website, meaningful participation yang kelompok 
rentan sering terlupakan. Bagaimana website mereka bisa akses dan berpartisipasi, 
melakukan aduan, dsb? Disabilitas sudah banyak fitur-fitur untuk bisa akses seperti ada 
fitur suara untuk tunantera bisa dg mendengar. Harapannya bisa dioperasikan kelompok 
rentan.  
 
Moderator 
Foto-foto yang memajang aktifitas bisa dipisahkan 
 
Darmawan 
Saya terima kasih atas masukkannya. Belum ditampilkan prasyarat bisa ada meaningful 
participation, infraksturktur, SDM-nya yang penting masyarakatnya, itu kebutuhan 
semua anggota parlemen interaktif dengan konstituennya. Agak berbeda dari kulturnya 
karena disana akan jadi penghakiman selanjutnya. Ada grafiknya yang menjadi salah satu 
pertimbangan warga negara di Perancis dan Inggris unuk menilai layak di pilih lagi. Beda 
dengan Indonesia, masyarakat warga negara biasa, mereka tidak tertarik. Termasuk 
umpanyanya masih sangat jauh di meaningful participation. Kita di tangga pertama, di 
informasi saja kita belum selesai, memberikan informasi, konsultasi dengan warga, 
kolaborasi dengan warga, right to be consider. UU ini layak di tetapkan atau tidak. 700 
rb menandatangani, cabut ya cabut. Mau DPR diduduki 1 bulan gak urusan mereka. Kita 
fokus membangun sistem informasi yang lebih bisa diakses dan update untuk semua 
kelompok, termasuk petisi, dsb.  
 



 

 

Widodo 
Membangun jejaring yang sudah bisa membangun bridging dengan parlemen, ada orang 
yang tertutup dengan personal dari kesekjenan dan anggota dan kita tidak bisa menjauh 
untuk menyampaikan aspirasi.  
 
…  
Kelembagaan banyak partisipasi di tujukan ke Pemerintah. DPR harusnya mengkolek dan 
menyampaikan ke pemerintah yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu, publikasi isu-isu 
yang ada dan dilibatkan juga jarang. Antara pemerintah selalu meragukan DPR dan DPR 
selalu merasa special karena bisa dilempar yang dikerjakan.  
 
Moderator 
3 poin meaningful participation, regulasi internal yang harus di tata ulang, berapa jumlah 
pendukungnya dari memastikan ini ke ranah yang lebih ke produk legislasi. Ketidak 
berimbangan relasi kuasa untuk perbaikan website ini. Kesemuanya ini dicatat teman-
teman IPC, Mba Choris membantu menuliskan tabelnya.  
 
Widodo 
CSIS, melakukan riset tentang perspektif anggota dewan menggunakan logikanya untuk 
isu dan gagasan. Trennya pemerintah input dari ahli dan pakar, lalu yang bisa melalui 
pendekatan ke pemerintah. DPR lebih ke media online (persepsi publik), mempengaruhi 
dewan dengan media online.  
 

*** 
 
 
 
 
 


